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PERAN KETENTUAN ASAL BARANG ATAU 
RULES OF ORIGIN (ROO) 

DALAM PERDAGANGAN DUNIA
Oleh: Lina Rachmatia

Liberalisasi akses pasar adalah karakterisƟ k paling mendasar dari seƟ ap Free Trade Area 
yang disebut dengan isƟ lah FTA. FTA yang komprehensif akan menghilangkan tarif di semua 
atau hampir semua barang yang diperdagangkan dalam jangka waktu yang bermakna 

secara komersial setelah FTA diberlakukan (tanggal FTA mulai berjalan). FTA memberikan dasar 
yang kuat untuk membangun hubungan ekonomi yang lebih luas di antara pesertanya dengan 
cara mengingkatkan integrasi ekonomi dari waktu ke waktu, memperbaiki hubungan antar 
pemerintahan, dan menyediakan forum untuk menyelesaikan perselihan yang berkaitan dengan 
masalah perdagangan. 

FTA menerƟ bkan perdagangan melalui eliminasi dan pengurangan hambatan perdagangan serta 
perbaikan akses pasar yang menciptakan kejelasan dan kepasƟ an hukum bagi pelaku bisnis. FTA 
menciptakan kesempatan baru melalui pengurangan beban administrasi dan biaya yang terkait 
dengannya. FTA juga membantu terciptanya iklim investasi yang stabil dan pasƟ . Mengingat 
tujuan utama FTA adalah pengurangan  dan eliminasi tarif diantara negara pesertanya, kriteria 
yang dikenal sebagai ROO penƟ ng untuk diterapkan  karena ROO dapat digunakan untuk 
mengidenƟ fi kasi barang-barang yang berhak mendapatkan tarif preferensi atau keringanan 
tarif bahkan pembebasan tariff .  Dengan ROO seƟ ap negara dapat mengetahui asal-usul barang 
tersebut.

Sejalan dengan perkembangannya lahirlah organisasi-organisasi di dunia yang didirikan dengan 
tujuan untuk pelaksanaan ROO, seperƟ  ASEAN Free Trade Area (AFTA) pada tanggal 1 Januari 
1992, yang diƟ ndaklanjuƟ  dengan penandatanganan the Agreement On The Common Eff ecƟ ve 
PreferenƟ al Tariff  (CEPT) Scheme For The ASEAN Free Trade Area (AFTA) pada tanggal 28 Januari 
1992 di Singapore, mulailah Indonesia memasuki dunia liberalisasi perdagangan, yaitu suatu 
era yang disebut perdagangan bebas yang meniadakan keberadaan tarif bea masuk, khususnya. 

ROO Ɵ dak diperlukan bila perekonomian dunia secara menyeluruh bersifat terbuka karena 
semua barang yang diperdagangkan diperlakukan sama tanpa peduli negara asalnya. ROO juga 
Ɵ dak diperlukan bila pembatasan perdagangan dunia diberlakukan atas dasar non diskriminasi 
tanpa memperƟ mbangkan negara asal barang.

13

Jurnal Edisi Desember 2014

dan mengakomodasi kepenƟ ngan-
kepenƟ ngan yang saling bersaing. 
Aspek keadilan akan tercermin dari proses 
hukum, persamaan dihadapan hukum, 
dan standar sikap/perlakuan pemerintah, 
dan lain-lain akan mempengaruhi 
kelangsungan mekanisme pasar dan 
mencegah campur tangan pemerintah 
yang terlalu dominan.

Sedangkan pendidikan dan 
pengembangan profesi hukum 
merupakan sesuatu keharusan yang 
harus diberdayakan dalam praktek 
hukum, agar dapat berperan sebagai 
ahli hukum dalam pembangunan hukum 
dan pembangunan ekonomi. ParƟ sipasi 
masyarakat dalam pembangunan sangat 
diperlukan, terutama dalam menghadapi 
globalisasi ekonomi. Globalisasi ekonomi 
diikuƟ  globalisasi hukum, sehingga materi 
muatan berbagai Undang-undang dan 
perjanjian-perjanjian sebagai sumber 
hukum posiƟ f harus mengadopsi kaedah-
kaedah dan diharmonisasikan dengan 
ketentuan-ketentuan internasional yang 
bersifat lintas dan melewaƟ  batas-batas 
negara, yang dilakukan melalui raƟ fi kasi 
perjanjian-perjanian dan konvensi-
konvensi serta kovenan-kovenan 
internasional, maupun hubungan-
hubungan dan perjanjian privat serta 
insƟ tusi-insƟ tusi ekonomi baru. 

Selanjutnya globalisasi hukum 
tersebut disertai pula oleh dan dengan 
globalisasi praktek hukum, dimana 
antara lain konsultan hukum suatu 
negara dari suatu sistem hukum, dapat 

bekerja menjalankan praktek hukum 
secara profesional di negara lain yang 
mempunyai sistem hukum yang berbeda. 
Berbicara mengenai peranan hukum 
dan ahli hukum dalam pembangunan 
ekonomi suatu negara pada dasarnya 
Ɵ dak terlepas dari pembicaraan 
mengenai pendekatan ekonomi terhadap 
hukum atau sebalikyna, pendekatan 
hukum terhadap ekonomi, yang lazim 
dikenal dengan analisis ekonomi hukum.

Pendekatan ekonomi terhadap 
hukum berarƟ  penggunaan 
perƟ mbangan-perƟ mbangan ekonomi 
untuk menyelesaikan masalah, dan 
penggunaan alat atau konsep teknik 
analisis yang lazim digunakan oleh para 
ekonom. Pendekatan hukum ekonomi 
bersifat dan menggunakan pendekatan-
pendekatan transnasional dan 
interdisipliner, dengan mengkhususkan 
diri pada hubungan-hubungan antara 
masalah-masalah ekonomi dan sosial 
nasional dan regional serta internasional 
secara integral, atau dengan perkataan 
lain, pengaturan bidang-bidang hukum 
ekonomi harus selaras dengan arah dan 
kebijakan poliƟ k ekonomi pembangunan 
dan poliƟ k hukum pembangunan serta 
poliƟ k pembangunan masyarakat 
secara intern dan transdisipliner secara 
holisƟ k dan sistemaƟ k. Sehingga 
dapat dikatakan bahwa ruang lingkup 
bidang hukum ekonomi (economic 
law) merupakan bidang hukum 
yang luas dan berkaitan dengan 
kepenƟ ngan privat dan kepenƟ ngan 

umum (public interest) sekaligus. 
Untuk itu pendekatan ekonomi terhadap 
hukum, akan menjadi salah satu cara agar 
Ɵ dak terjadi keterƟ nggalan hukum dalam 
lalu lintas ekonomi dalam dan antar 
negara dengan negara lainnya baik secara 
nasional, regional dan internsional.

Program legislasi nasional 
dimasa mendatang perlu memberikan 
prioritas pada Undang-undang yang 
berkaitan dengan akumulasi modal 
untuk pembiayaan pembangunan dan 
demokraƟ sasi ekonomi untuk mencapai 
efi siensi, memenuhi fungsi hukum 
sebagai fasilitator bisnis. Oleh karenanya 
ahli hukum yang terlibat sebagai 
pembuat Undang-undang harus mampu 
memadukan studi hukum dengan disiplin 
ilmu lainnya secara komprehensif, agar 
terƟ b sosial bagi berfungsinya hukum 
karena terjadinya perubahan sosial 
dan tata pergaulan antar kelompok 
masyarakat, negara, kelompok negara, 
secara nasional, regional dan internsional. 
Ahli hukum yang terlibat dalam bidang 
legislasi akan tercermin dalam produk 
legislasi nasional. Sementara ahli hukum 
yang terlibat dalam praktek peradilan 
akan tercermin dalam produk yang 
dihasilkan oleh dan dari proses maupun 
hasil praktek peradilan berupa vonis 
dan atau penetapan. Sedangkan ahli 
hukum yang terlibat dalam birokrasi 
akan tercermin dalam produk birokrasi 
berupa Surat Keputusan AdministraƟ f, 
regulasi, Keputusan Kebijakan.
Sementara ahli hukum yang menjalankan 



1.

Jurnal Edisi Desember 2014

12

Indonesia sudah sampai ke Eropah dan 
Amerika. Sebaliknya impor teksƟ l dan 
barang-barang manufaktur, betapun 
sederhananya telah berlangsung lama.
Globalisasi ekonomi sekarang ini adalah 
manifestasi yang baru dari pembangunan 
kapitalisme sebagai sistem ekonomi 
internasional. Manakala ekonomi 
menjadi terintegrasi, harmonisasi hukum 
mengikuƟ nya. Terbentuknya WTO (World 
Trade OrganizaƟ on) telah didahului oleh 
terbentuknya blok-blok ekonomi regional 
seperƟ  Masyarakat Eropah, NAFTA, AFTA 
dan APEC. Tidak ada kontradiksi antara 
regionalisasi dan globalisasi perdagangan. 
Sebaliknya integrasi ekonomi global 
mengharuskan terciptanya blok-blok 
perdagangan baru. Berdagang dengan 
WTO dan kerjasamanya ekonomi regional 
berarƟ  mengembangkan insƟ tusi yang 
demokraƟ s, memperbaharui mekanisme 
pasar, dan memfungsikan sisƟ m hukum.7

Perkembangan dalam teknologi 
dan pola kegiatan ekonomi membuat 
masyarakat di dunia semakin saling 
bersentuhan, saling membutuhkan, 
dan saling menentukan nasib satu sama 
lain, tetapi juga saling bersaing. Hal ini 
secara dramaƟ s terutama terlihat dalam 
kegiatan perdagangan dunia, baik di 
bidang barang-barang (trade in goods), 
maupun di bidang jasa (trade in services). 
Saling keterkaitan ini memerlukan adanya 
kesepakatan mengenai aturan main yang 
berlaku. Aturan main yang diterapkan 
untuk perdagangan internasional adalah 
aturan main yang berkembang dalam 
sistem GATT/WTO. Bagaimanapun 
juga karakterisƟ k dan hambatannya, 
globalisasi ekonomi menimbulkan akibat 
yang besar sekali pada bidang hukum. 
Globalisasi ekonomi juga menyebabkan 
terjadinya globalisasi hukum. Globalisasi 
hukum tersebut Ɵ dak hanya didasarkan 
kesepakatan internasional antar bangsa, 
tetapi juga pemahaman tradisi hukum 
dan budaya antara barat dan Ɵ mur.

Globalisasi di bidang kontrak-kontrak 
bisnis internasional sudah lama terjadi. 
Karena negara-negara maju membawa 
transaksi baru ke negara berkembang, 
maka partner mereka dari negara-negara 
berkembang menerima model-model 
kontrak bisnis internasional tersebut, 
bisa karena sebelumnya Ɵ dak mengenal 
model tersebut, dapat juga karena posisi 

7  H.S. Kartadjoemena. Substansi Perjanjian GATT/WTO 
dan Mekanisme Penyelesaian Sengketa: sistem, kelem-
bagaan, prosedur implementasi, dan kepentingan negara 
berkembang. Jakarta: UI Press, 2000, hlm. 1.

tawar yang lemah. Oleh karena itu Ɵ dak 
mengherankan, perjanjian patungan 
(joint venture), perjanjian waralaba 
(franchise), perjanjian lisensi, perjanjian 
keagenan, hampir sama di semua 
negara. Konsultan hukum suatu negara 
dengan mudah mengerjakan perjanjian-
perjanjian semacam itu di negara-negara 
lain.

Persamaan ketentuan-ketentuan 
hukum berbagai negara bisa juga terjadi 
karena suatu negara mengikuƟ  model 
negara maju berkaitan dengan insƟ tusi-
insƟ tusi hukum untuk mendapatkan 
akumulasi modal. Undang-undang 
Perseroan Terbatas berbagai negara, 
dari “Civil Law” maupun “Common Law” 
berisikan substansi yang serupa. Begitu 
juga dengan peraturan pasar modal, 
dimana saja Ɵ dak berbeda, satu sama 
lain hal karena dana yang mengalir ke 
pasar-pasar tersebut Ɵ dak lagi terikat 
benar dengan waktu dan batas-batas 
negara. 

Tuntutan keterbukaan 
(transparency) yang semakin besar, 
berkembangnya kejahatan internasional 
dalam pencucian uang (money laundering) 
dan insider trading mendorong 
kerjasama internasional. Dibalik usaha 
keras menciptakan globalisasi hukum, 
Ɵ dak ada jaminan bahwa hukum tersebut 
akan memberikan hasil yang sama yang 
di semua tempat. Hal mana dikarenakan 
perbedaan poliƟ k, ekonomi dan budaya. 
Hukum itu Ɵ dak sama dengan kuda. 
Orang Ɵ dak akan menamakan keledai 
atau zebra adalah kuda. Walau bentuknya 
hampir sama. Kuda adalah kuda. Hukum 
Ɵ dak demikian. Apa yang disebut 
hukum itu tergantung kepada persepsi 
masyarakatnya. Tegaknya peraturan-
peraturan hukum tergantung kepada 
budaya hukum masyarakatnya. Budaya 
hukum masyarakat tergantung kepada 
budaya hukum anggota-anggotanya 
yang dipengaruhi oleh latar belakang 
pendidikan, lingkungan budaya, posisi 
atau kedudukan, bahkan kepenƟ ngan-
kepenƟ ngan.Dalam menghadapi hal yang 
demikian itu perlu “check and balance” 
dalam bernegara. “check and balance” 
hanya bisa dicapai dengan parlemen 
yang kuat, pengadilan yang mandiri, dan 
parƟ sipasi masyarakat melalui lembaga-
lembaganya.

Dalam hal di atas, khususnya 
dalam masalah pengawasan dan Law 
Enforcement, dua hal yang merupakan 

komponen yang tak terpisahkan dari 
sisƟ m rule of law. Tidak akan ada law 
enforcement kalau Ɵ dak ada sisƟ m 
pengawasan dan Ɵ dak akan ada rule of 
law  kalau tidak law enforcement yang 
memadai. Dibidang inilah negara kita 
tercinta Indonesia masih tertaƟ h-taƟ h 
belajar memahami apa arƟ  rule of law 
sebagaimana sering kita kita nyatakan 
secara fasih. ECW Wade dan Godfrey 
Philips dalam PM Hadjon (1987:81) 
menyatakan Ɵ ga konsep mengenai “Rule 
of Law” yaitu: 8  

a. The Rule Of Law mendahulukan 
hukum dan keterƟ ban dalam 
masyarakat yang dalam pandangan 
tradisi barat lahir dari alam 
demokrasi.

b. The Rule of Law menunjukkan suatu 
doktrin hukum bahwa pemerintahan 
harus dilaksanakan sesuai dengan 
hukum.

c. The Rule of Law menunjukkan suatu 
kerangka pikir poliƟ k yang harus 
diperinci oleh peraturan-peraturan 
hukum baik substanƟ f maupun 
hukum acara.

D. Pelaksanaan Hukum dalam 
Pembangunan

Berbagai unsur dari pengerƟ an Rule 
of Law tersebut haruslah dilaksanakan 
secara keseluruhan, bukan sepotong-
sepotong, dan dalam waktu bersamaan. 
Pengecualian dan penangguhan salah 
satu unsurnya akan merusak keseluruhan 
sisƟ m.

Diketahui bahwa terdapat 
lima kualitas hukum yang kondusif 
bagi perencanaan dan pelaksanaan 
pembangunan, yaitu:
a. stabilitas (stability)
b. dapat diramalkan (predictability)
c. keadilan (fairness)
d. pendidikan (educaƟ on)
e. pengembangan profesi hukum (the 

special development abiliƟ es of the 
lawyer). 

Stabilitas dan predictability adalah 
merupakan prasyarat untuk berfungsinya 
sistem ekonomi. Predictability sangat 
berperan, terutama bagi negara-negara 
yang masyarakatnya baru memasuki 
hubungan-hubungan ekonomi melintasi 
lingkungan sosial tradisional mereka. 
Sedangkan stabilitas berarƟ  hukum 
berpotensi untuk menjaga keseimbangan 
8  Gunarto Suhardi. Op Cit.. hlm .77
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Kebijaksanaan 
perdagangan

negara X

Negara A Negara B

Negara C Negara D

Tapi ROO menjadi sangat penƟ ng bila negara menerapkan 
kebijaksanaan yang berbeda terhadap negara-negara mitra 
dagangnya misalnya dalam hal pungutan bea masuk, alokasi 
kwota, bea masuk anƟ  dumping dan Ɵ ndakan safeguard. 

Dalam prosedur kliring kepabeanan, ketentuan negara asal 
barang merupakan faktor keƟ ga terpenƟ ng setelah nomor  
Harmonized System  (HS)  dan nilai barang. 

Negara independen Ɵ dak perlu PreferenƟ al ROO (PROO)

Negara-negara yang Ɵ dak terikat PTA Ɵ dak memerlukan PROO 
karena masing-masing negara bebas menentukan Tarif bea 
masuk MFN (Most Favored NaƟ ons). Berdasar prinsip MFN 
Ɵ dak ada diskriminasi Tarif atas dasar negara asal barang. 

Tarif Negara-Negara Tanpa FTA

Keterangan Gambar

Apabila Ɵ ap segmen dalam bulatan diumpamakan suatu negara 
yang Ɵ dak terikat FTA maka tampak bahwa aliran barang antar 
segmen atau dari luar segmen harus melalui dinding pemisah 
milik masing-masing negara yang Ɵ dak sama Ɵ ngginya dengan 
negara lain. Dinding pemisah tersebut adalah Tarif bea masuk 
MFN Ɵ ap negara, yang dikenakan terhadap seƟ ap barang 
yang diimpor dari manapun.  Negara-negara tersebut Ɵ dak 
memerlukan PROO

Anggota Customs Union  dak perlu PROO

Negara-negara anggota customs union seperƟ  yang tergabung 
dalam Uni Eropa Ɵ dak memerlukan ROO karena masing-
masing negara Ɵ dak saling mengenakan bea masuk maupun 
hambatan perdagangan lain terhadap barang yang berasal dari 
negara anggota lainnya. Aliran barang antar negara anggota 
bebas bea masuk. Terhadap barang yang berasal dari luar UE 
dikenakan bea masuk MFN seƟ ap kali masuk ke UE. Manakala 
barang sudah berada di dalam salah satu anggota UE maka 
barang tersebut bebas bea masuk bila di alirkan ke negara 
lainnya dalam lingkungan UE.

Tarif Negara-Negara Anggota Customs Union

Dinding bulatan diumpamakan sebagai bea masuk MFN yang berperan sebagai 
hambatan bagi barang dari luar customs union. Arus barang antar negara 
anggota Ɵ dak dikenakan Tarif MFN. Negara anggota customs union Ɵ dak 
memerlukan PROO untuk barang dari negara sesama anggota.

Anggota FTA memerlukan PROO.

Antar negara anggota FTA Ɵ dak terdapat hambatan perdagangan tapi masing-
masing negara tersebut dapat tetap mengenakan bea MFN terhadap barang 
yang berasal dari negara-negara di luar FTA atau negara keƟ ga.

Tarif MFN Negara-Negara Anggota Free Trade Area.

PROO diperlukan untuk menjaga agar negara-negara anggota diutamakan 
dalam menikmaƟ  preferensi sesuai tujuan pembentukan FTA.

PROO menetapkan syarat bagi barang yang dapat menikmaƟ  kemudahan 
preferensi. Syarat tersebut menetapkan proses pengolahan tertentu yang 
harus dipenuhi di negara anggota FTA. Tanpa adanya syarat asal barang maka 
dapat terjadi penyimpangan atau “trade defl ecƟ on”. 

Caranya bermacam-macam. Ada yang dilakukan dengan cara memasukkan 
barang ke FTA melalui negara anggota FTA yang Tarif bea masuknya paling 
rendah sebagaimana tampak pada Gambar 9. Ada juga dengan cara 
memanfaatkan kemudahan preferensi yang diberikan kepada negara keƟ ga.
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Trade defl ection melalui negara yang bea masuknya 
terendah

Trade defl ection melalui negara ketiga.

MALAYSIA
JAMAIKA

Contoh hipoteƟ s : Impor mobil dari Malaysia ke Uni Eropa 
terkena bea masuk MFN karena Malaysia bukan anggota UE. 
Di lain pihak UE memberikan bea masuk preferensi bagi impor 
dari Jamaika. Di Jamaika Ɵ dak ada pabrik maupun assembling 
mobil sehingga Jamaika membebaskan impor mobil. Maka 
Malaysia mengirim mobil produksinya ke Jamaika dan dari 
Jamaika mengekspornya ke UE. Praktek tersebut menyebabkan 
terjadinya trade defl ecƟ on.

Dengan adanya PROO maka trade defl ecƟ on sebagaimana pada Gambar 
diatas dapat dihindarkan. Ketentuan asal barang diperlukan untuk 
mencegah agar barang dari negara keƟ ga Ɵ dak ikut menikmaƟ  kemudahan 
preferensi melalui negara anggota FTA yang bea masuknya paling rendah.

Trade defl ecƟ on adalah penyimpangan akibat keƟ adaan maupun 
kelemahan aturan asal barang. 

Diumpamakan bahwa Negara A dan Negara B adalah anggota suatu FTA 
sedangkan Negara B dan Negara C adalah anggota FTA lain. 

Barang Negara A terkena bea masuk di Negara C karena masing-masing 
bukan dalam FTA yang sama. 

Barang Negara A dapat masuk ke Negara C bebas bea masuk bila barang 
tersebut di-transship melalui Negara B. 

Adanya PROO mencegah terjadinya pembebasan Tarif barang Negara A bila 
antara kedua FTA tersebut Ɵ dak terdapat kesepakatan cumulaƟ on

Di dalam FTA, PROO berfungsi mencegah masuknya barang dari negara 
keƟ ga melalui negara anggota FTA yang external tarif-nya paling rendah.

Dalam hal suatu FTA yang kelebihannya hanya faktor lokasi 
geografi s saja maka pengiriman barang impor ke FTA akan 
dimasukkan melalui negara anggota FTA yang external tariff -
nya paling rendah, misalnya Negara C. Hal ini merupakan 
distorsi perdagangan karena Negara A akan terpaksa 
menyesuaikan bea masuknya menjadi seperƟ  Negara C.

Tanpa PROO maka sulit bagi masing-masing negara 
anggota FTA untuk mempertahankan external tariff -nya 
bagi impor dari luar FTA. PROO dapat mencegah terjadinya 
transshipment yang menimbulkan distorsi perdagangan. 
Dengan kata lain : PROO merupakan piranƟ  FTA yang 
menjaga agar (1) kemudahan FTA hanya diberikan kepada 
barang yang berasal dari negara anggota FTA, dan (2) Ɵ dak 
terjadi deviasi pada masing-masing negara anggota FTA. 
Main Ɵ nggi external tariff  maka margin preferensinya juga 
makin Ɵ nggi sehingga insenƟ f untuk melakukan trade 
defl ecƟ on juga makin Ɵ nggi.
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KeƟ dakpuasan yang sama terus berlanjut 
setelah tahun 1970-an, disertai makin 
kuatnya desakan, mulai dari yang lunak 
yaitu untuk mendapatkan bagian yang 
lebih besar bagi daerah-daerah penghasil 
sumber daya alam sampai tuntutan yang 
paling keras untuk memisahkan diri dari 
negara kesatuan Republik Indonesia. 
Hak-hak masyarakat setempat, selama 
hal itu masih ada, perlu diperhaƟ kan. 
Akan tetapi kita harus dengan haƟ -haƟ  
menerima isƟ lah ”indigeneous peoples”, 
karena Ɵ dak mudah menentukan lagi 
penduduk asli suatu daerah. Hak-hak 
masyarakat asli atas tanah secara universal 
diakui, tetapi Ɵ dak selalu dihormaƟ . 
Fungsi Hukum ekonomi Indonesia dalam 
ilustrasi di atas adalah kemampuan 
untuk menciptakan keseimbangan 
pembangunan antara pusat dan daerah, 
Jawa dan luar Jawa. Undang-Undang 
Investasi yang baru diharapkan dapat 
mendorong investasi di daerah-daerah, 
sehingga lapangan kerja bisa kembali 
terbuka untuk memecahkan masalah 
pengangguran. Tampaknya Undang-
Undang Otonomi Daerah dan Undang-
Undang tentang Perimbangan Keuangan 
Pusat dan Daerah harus mengalami 
penyempurnaan. Pergolakan daerah 
sepanjang sejarah Republik, pertama-

tama disebabkan keƟ dakpuasan daerah 
terhadap pemerataan pembangunan. 
Namun otonomi yang disalah arƟ kan, 
dapat juga melahirkan disinsenƟ f bagi 
pertumbuhan ekonomi. Peraturan 
Daerah harus memberikan insenƟ f untuk 
perekonomian didaerah bersangkutan 
dan bukan sebaliknya. Bagaimanapun 
juga pelaku-pelaku ekonomi memerlukan 
kepasƟ an untuk mengambil keputusan-
keputusan ekonomi. Para pelaku usaha 
akan selalu berpikir penƟ ngnya certainty.

“In the context of uncertainty risk 
cannot be quanƟ fi ed. It is therefore 
presence or lack of credible informaƟ on 
which disƟ nguishes risk. which is not a 
problem, from uncertainty, which is a 
problem. In theory, a fi rm will invest in 
a high - medium – or low risk enterprise 
where there is high degree of certainty 
(such that the risk surrounding an 
investment can be quanƟ fi ed and costed) 
but the higher the uncertainty, the less 
likely it is that any investment will be 
made.”5

Revolusi industri terus berjalan 
tanpa henƟ  berkat penemuan-penemuan 
yang ditunjang oleh kemajuan ilmu 
pengetahuan. Mula-mula revolusi 
industri yang bersifat maknisƟ s seperƟ  
penemuan mesin uap yang mengantarkan 
Inggris ke abad Revolusi industri, 
kemudian penemuan listrik, kemudian 
akhir-akhir ini mulai dengan revolusi 
bioteknologi yang dapat menciptakan 
produk-produk pertanian transgenik dan 
kloning pada hewan. Semua perubahan 
ini Ɵ dak mungkin terjadi bilamana 
manusia Ɵ dak mempunyai kesempatan 
dan keluasan untuk berpikir dan 
berkreasi. Karenanya diperlukan aturan 
yang mengatur bagaimana manusia agar 
bisa melaksanakan kegiatannya dengan 
aman, Ɵ dak saling mengganggu atau 
bahkan saling menghancurkan sehingga 
kesempatan untuk mengembangkan 
ilmu pengetahuan menjadi terhambat.

Dengan demikian kita kembali 
kepada peranan hukum untuk 
melindungi, mengatur dan merencanakan 
kehidupan ekonomi sehingga dinamika 
kegiatan ekonomi itu dapat diarahkan 
kepada kemajuan dan kesejahteraan 
bagi seluruh masyarakat sebagaimana 
dikemukakan oleh Thomas Aquinas 
dalam Suma Theologica.Hukum bukan 
hanya bisa membatasi dan menekan saja, 

5  Amanda J. Perry, “Th e Relationship between legal Sys-
tems and Economic Development : Integrating Econom-
ic and Cultural Approaches,” Journal of Law and Society, 
vol. 29, no.2, June 2002. h. 295.

akan tetapi juga memberi kesempatan 
bahkan mendorong para warga untuk 
menemukan berbagai penemuan yang 
dapat menggerakkan kegiatan ekonomi 
negara.6 Berbagai penemuan dan 
kemajuan itu bahkan dilindungi dengan 
undang-undang negara tentang Hak 
Kekayaan Intelektual dengan tujuan 
untuk merangsang penemuan lebih 
canggih lagi. 

Fungsi hukum dan peranan ahli 
hukum biasanya berhubungan erat satu 
sama lain, sekalipun keduanya Ɵ dak perlu 
saling berkaitan atau saling tergantung. 
Hukum dapat dibuat dan pada dekade 
belakangan ini kerapkali dibuat- oleh 
para pemimpin poliƟ k yang Ɵ dak terdidik 
ataupun yang Ɵ dak menaruh perhaƟ an 
terhadap bidang itu sebagai disiplin ilmu 
pengetahuan atau ideologi.

Pada dasarnya seƟ ap kegiatan atau 
akƟ vitas manusia perlu diatur oleh suatu 
instrumen yang disebut sebagai hukum. 
Hukum disini direduksi pengerƟ annya 
menjadi perundang-undangan yang 
dibuat dan dilaksanakan oleh negara. 
Sepanjang sejarah terdapat berbagai 
pemikiran tentang seberapa jauh negara 
atas nama hukum harus terlibat dalam 
kegiatan ekonomi warganya. Peraturan 
perundang-undangan merupakan hukum 
modern yang hanya dikenal dalam 
masyarakat modern. Hukum modern 
sangat berbeda dengan aturan yang 
dikenal dalam masyarakat tradisional 
(TradiƟ onal socieƟ es) dimana aturan 
berkembang seolah tanpa tujuan 
tertentu dan Ɵ dak memerlukan lembaga 
formal untuk membuatnya. 

C. Peranan Hukum Internasional 
Dalam Pembangunan Ekonomi 
Bangsa

Perkembangan yang mandiri dari 
perusahaan mulƟ nasional, kerap kali 
diramalkan adalah perkembangan 
suatu badan yang benar-benar tanpa 
kebangsaan, dan benar-benar mandiri. 
Peradaban dunia yang kemudian 
menjadi hukum internasional turut 
mempengaruhi pembangunan hukum 
nasional dan sistem perekonomian 
negara berkembang. Globalisasi ekonomi 
sebenarnya sudah terjadi sejak lama, 
masa perdagangan rempah-rempah, 
masa tanaman paksa (Cultuur stelsel) 
dan masa dimana modal swasta Belanda 
Zaman Kolonial dengan buruh paksa. 
Pada keƟ ga periode tersebut hasil bumi 

6  Gunarto Suhardi,  op. cit.,  hlm.12
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